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dikaitkan dengan teori good governance menurut Sedarmayanti dengan indikator yaitu: Akuntabilitas,
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PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENATAAN PASAR
RAKYAT BELANTIK RAYA DI KABUPATEN SIAK

ABSTRAK
Oleh : Yudha Rajasa

Pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik yang masuk ke Pasar Rakyat Standar
Nasional Indonesia (SNI) salah upaya pemerintah mewujudkan good governance.
Penelitian ini bertujuan wuntuk “mengetahui dan/menganalisis “penerapan good
governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik“Raya di Kabupaten Siak.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dengan
menggunakan . teknik triangulasi. Hasil penclitian ini menjelaskan bahwa
penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di
Kabupaten Siak sudah berjalan selama 2 (dua) tahun sesuai dengan aturan yang
berlaku sebagai Pasar SNI. Jika dikaitkan dengan teori good governance menurut
Sedarmayanti dengan indikator yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan,
Kepastian Hukum/ Aturan Hukum bahwa penerapan SNI Rakyat Belantik Raya di
Kabupaten ' Siak tidak hanya menguntungkan para pedagang, tapi juga
menguntungkan para konsumen. Hal ini karena SNI Pasar rakyat menekankan
faktor kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Pihak pengelola pasar
saat ini telah memantau semua syarat yang harus dipenuhi Pasar Belantik Raya
sebagai Pasar Rakyat SNI yang berada dibawah naungan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Siak;-masih,ada beberapa persyaratan pasar SNI yang
masih harus diperbaiki, artinya masih ada beberapa dari 44 persyaratan yang
kelihatannya memang harus diperbaiki secara keseluruhan, hal ini tentu perlunya
koordinasi dan komunikasi antara pedagang dengan pemerintah, karena untuk
mempertahankan SNI ini merupakan kerjasama kita semua yang ada di Kabupaten
Siak.

Kata kunci : Penerapan, Good Governance, Penataan Pasar.

vi
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

ukur untuk

yang baik

rakyat. Pada ha nya f _. e 2 afl ian yang telah

dilakukan seeara sa erencana dan berkesinambur ari keadaan yang

kepada daerah melalui urusan pemerintahan konkuren. Dalam pasal 12 ayat 2
(point k) dan ayat 3 (point f) disebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintah
daerah adalah terkait pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta
perdagangan termasuk pengelolaan pasar tradisional sebagai area berdagang.
Selain itu, daerah juga dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat

yang ditugaskan langsung pemerintah pusat melalui asas Tugas Pembantuan.
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Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin

luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga

penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan

pemerintah daaerah. Asas umum penyelenggaraan negara tersebut yaitu; asas
kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum,
asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas,

asas efisiensi, asas efektivitas.
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Konsep yang dapat ditawarkan melalui good governance tingkat

provinsi, Kabupaten/Kota dalam pelayanan publik yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah. Konten pelayanan publik yang dapat dilakukan adalah

satu prinsip
good govern emerintahan ya . Pentingr pasi publik juga

memperoleh 2 a otonomi daerah

Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah otonom yang berada di
wilayah Provinsi Riau terus melakukan kewajibannya dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah demi meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan

dan ketertiban masyarakat Kabupaten Siak dalam berbagai bidang, salah satunya

adalah bidang perdagangan adalah dengan melakukan pembangunan gedung pasar
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tradisional yang layak pakai dengan tujuan agar pendapatan masyarakat semakin
meningkat, penataan pasar menjadi lebih rapi dan sehat, penataan tata lahan kota

menjadi lebih indah serta agar para pedagang dan masyarakat menjadi lebih tertib.

Bagi masy

£

Y WANAEN

L
:

Pasar juga s

I
-

=
=
2]
(¢)
=
o
?.
=
2.
5
<
®

itu, pasar tradisional juga merupakan sarana interaksi dan komunikasi antar
anggota masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan-hubungan
sosial.

Pasar Rakyat yang merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan

pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Keberadaan pasar,

khususnya pasar tradisional, merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan

ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Pasar Rakyat merupakan bentuk ekonomi

terhadap
menjaga
dipromosikan
begitu heba elah membuat
pengaruh be

terusik kare

Eksistensi AS3 adisi G T daerah Dberikut

dynamic policy analysis dibutuhkan sebagai proses dialogis dalam menemukan

akar permasalahan kegagalan pemberdayaan pasar tradisional dalam
meningkatkan daya saingnya. Relasi public private menjadi relevan dalam
optimalisasi peran pebisnis, pengusaha kecil dan peran pemerintah sebagai

mediasi dalam pembentukan model zonasi yang lebih fair, sehingga fasilitasi itu
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diharapkan mampu menyeimbangkan iklim kompetitif usaha di sektor pasar
tradisional dan pasar modern.

Beberapa kebijakan pemerintah telah dikeluarkan untuk menata

dagangan y.

merupakan

menjadikan pasar tradisional sebagai pilihan untuk melakukan aktivitas jual beli.
Seperti dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun seiring dengan
perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat konsumen
yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman

yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman
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bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar modern. Karena pasar adalah tempat
bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli

dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala

tetap mempertahanka p pa radisio : ngguhnya seperti
melakukan tawar me 0 ! raksi yang baik

dengan pedag 1 3 , idak ing degan pasar

modern.

Untuk it berupaya mengingkatkan
kualitas penyediaan entuk pelayanan publik.
Diantaranya adalah los a aksud adalah bagunan tetap

didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi
dengan dinding. Sedangkan kios yang dimaksud adalah bangunan tetap didalam
lingkungan pasar berbentuk memanjang dengan dilengkapi dinding.

Pasar Rakyat dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Siak pada bidang Pasar. Namun Pasar Rakyat yang di miliki oleh
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Pemerintah Kabupaten Siak terbagi menjadi dua, yaitu Pasar yang di kelola oleh
Pemerintah Kota Siak dan Pasar pemerintah yang di kelola pihak ke III (Investor).
Hingga tahun 2020, jumlah pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Siak

sebanyak 16 pasar mlah pasa W@

T ““\\' %

paten Siak :

M - 2
. N 7
1 : Pemda
2 : % g Pemda
3 :ﬁ‘ 3 Pemda
4 * Pemda
5 g ] 2 Pemda
a -
6 # P Pemda
7 : Pemda
g Pemda
9 Pemda
10 Pemda
11 Pemda
12 Pemda
13 | Pasar Pemda Kerinci Kanan Kerinci Kanan Pemda
14 | Pasar Tuah Sekato Mempura Pemda
15 | Pasar Pemda Pusako Pusako Pemda
16 | Pasar Bunut Tualang Pemda

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2020.
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Dari tabel di atas bahwa ada 16 pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah
dari berbagai kecamatan di Kabupaten Siak sebagai penunjang pendapatan asli

Semua pasar di Kabupaten Siak ini tata cara pemungutannya sama, salah satu

membangun Pasar Ra : rmendag No. 34/M-

DAG/PER/5/2! tenta he ‘ . 15/M-

Pasar Rakyat Tualang merupakan pasar pemerintah yang diresmikan pada 7
Februari 2018 oleh Bupati Siak, Syamsuar. Pasar Rakyat Tualang terletak di Jalan
Raya KM 7 Perawang berlokasi di area bekas terminal lama Perawang. Pasar
yang menghabiskan dana APBN 2017 sebesar Rp 5.441.935.000 melalui Dana

Tugas Pembantuan ini adalah pasar tradisional tipe B yang memiliki luas lahan +
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1500 m dengan 198 unit los terdiri dari 160 los basah, dan 38 los kering berukuran

2 x 1,5 m dan 35 unit kios berukuran 3x2 m dengan kapasitas minimal 70

pedagang.

dibuat, Pasar Ral ale ak ¢ kan seca mal untuk kegiatan
berdagang.

Dalam upa g 8 sahan terse un 2018 Dinas
, Satpol PP, Lurah

Perawang dan ki ) alang. Namun, karena

menyebutkan bahwa akan diadakannya sosialisasi dan pendekatan secara
langsung kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir dan bahu jalan
serta ditempat fasilitas publik, memberikan surat edaran surat pemberitahuan yang
memuat batas akhir pengosongan badan jalan, serta mendata kembali pedagang

kaki lima yang berminat menempati Pasar Rakyat Tualang dan apabila pada batas
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waktu yang telah ditentukan PKL belum mengosongkan, maka akan dilakukan

penggusuran oleh Satpol PP Kecamatan Tualang, UPTD Pasar, UPT Perhubungan

dan Polsek Tualang .

Kabupaten g kaki lima.

Sedangkan alisasi kepada
pedagang t
pasar Rakyat di

Provinsi Riau ¥ 1¢ an serti al Indonesia (SNI).

kecamatan siak dengan jumlah los dan kios masing-masing 158 dan 252 serta
jumlah pedagang sebanyak 387 pedagang. Pasar Belantik masuk dalam kelas III,
untuk mendapatkan sertifikat SNI harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Fasilitasnya harus lengkap seperti memiliki pos kesehatan, ruang

ibadah, ruangan khusus merokok, pos pengamanan, hingga petunjuk keselamatan
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jika terjadi kebakaran. Ini sangat penting agar masyarakat nyaman melakukan
transaksi jual beli.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

ﬁ ositif sehingga
2 dengan pasar

g
ﬁ da pelaku usaha
Il

pasar modern ta o1l agi yang akuka ‘. emitraan dengan

terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam
menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu
meningkatkan kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas. Salah satunya

adalah dengan meleburnya Dinas Pasar Kebersihan Dan Pertamanan dengan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

13

Dinas Perdagangan Perindustrian Dan UMKM menjadi Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian yang didalamnyan termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang

pemerinta

Perdagangsa

Perdagangs

dan fungsinya.
Permasalahan pasar tradisional juga terjadi di Kabupaten Siak. Pasar-pasar
yang ada di Kabupaten Siak masih banyak yang kurang baik dari segi fisik pasar,
selain itu kondisi yang kotor dan belum tertata juga masih menjadi permasalahan.

Kondisi pasar tradisional di Kabupaten Siak dari 16 unit pasar 10 unit diantara
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masih dalam kondisi kurang baik, itu artinya 50% (persen) dari keseluruhan pasar
tradisional yang ada di Kabupaten Siak masih kurang baik kondisinya. Belum lagi

dengan adanya satu unit pasar yang sampai saat ini kondisinya masih dalam tahap

, merupakan
. Kondisi ini

merubah dan

semakin besar pula target yang ditetapkan, maka kondisi ini menunjukkan
konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat
yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak
untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dari kondisi ini terlihat

bahwa antara pemerintah dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik,
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tentunya dibatasi dengan aturan, norma, Undang-Undang guna menghindari

kesewenangan pihak lain.

Tabel 1.1

~
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Kabupaten Siak dikare

n Pase aya berad
Q Q ‘ 3 da di pusat kota dan ramai
W

dikunjungi masyarakat, berdasa s1 yang dilakukan di Pasar Belantik
akan masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk penilaian

terdapat 44 klasifikasi yang harus dipenuhi setiap kabupaten yang akan mengikuti

seleksi pasar rakyat berstandar Nasional Indonesia.
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Dari hasil penelitian yang dilakukan, fenomena tentang pembinaan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak

terhadap Pasar Belantik masuk ke Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia

oses mewujudkan

komitmen untuk

berjualan menggunakan fasilitas publik, diharapkan dapat mematuhi Surat
Edaran yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Siak demi kebaikan dan kepentingan bersama.

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, dalam hal

transparansi, good governance dibangun atas dasar informasi yang bebas.
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Seluruh proses pemerintah, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh
pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar

dapat dimengerti dan dipantau, selain kondisi pasar yang masih sulit

o1 . L =
4. 1 ( 1 [ \ aan

aan
=
v.‘
.G
g
2,

Untuk standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan pasar rakyat
langsung di kelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanpa ada orang
ketiga seperti pengelolaan parkir dan kebersihan karena masih di pegang oleh
dinas lain. Upaya dalam mengembangkan pasar tradisional yang aman, tertip,

bersih dan nyaman sesuai dengan misi organisasi Dinas Perdagangan dan
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Perindustrian Kabupaten Siak yang dilaksanakan oleh Bidang Pasar belum
sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan kinerja

organisasi, hal tersebut tentunya harus segera diperbaiki para pegawai Bidang

bertujuan °njaga ertiban nb elayanan kepada

masyarakat. Pe ah dia ‘bukanlah v laya a sendiri, tetapi

untuk melayani‘ masyarakatnya. Din pengelolaa menunjukkan bahwa

ﬁ dalamnya masih

Q.‘

Berdasarkan persoa elaskan di latar belakang, dapat

dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini:
Bagaimana penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat Belantik

Raya di Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui

dan menganalisis penerapan good governance dalam penataan Pasar Rakyat

atinya diharapkan
ang berkaitan

erdayaan pasar

pat memberikan
para pihak yang

aatkan sebagai

a. Dinas Perdagangan da

b. UPTD Pengelolaan Pasar

c. Pasar Rakyat Belantik Raya, dan
d. Masyarakat.
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BABII
TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Me A 1i, 201 i enap rangkaian

penataan k uan yang telah

ditetapkan. | dilakukan baik

dikehidupan be . ala : . ehidupan seperti

yang ditentukan sebelumnya. Menurut Sutarto dalam Pasolong (2010:69) bahwa
administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan
tertentu.

Menurut Zulkifli (Sedarmayanti, 2010:12) bahwa konsep administrasi

didentikan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam studi administrasi

20
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dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini
administrasi  diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau

kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan

melayani, me ] - . 2 artinya intensif
sedangkan

Sebagai sala : gian da : admini i, yang

cakupannya aka ~ A kes  dilakukan oleh
sejumlah m organisasi yang
mempunyai enurut Siagian
(Afiffudin,2010:€ ng rasional dalam
rangka mencapai tuj .Q . nya. Disisi lain karena

keseluruhan aktifitas kerjasama sekelompok manusia didalam organisasi.

Sedangkan menurut Sutrisno (Prayudi, 2012:3), bahwa administrasi
merupakan penataan segenap rangkaian terhadap pokok pekerjaan yang dilakukan
dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang melalui kerjasama untuk menncapai
tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Prayudi Admosudirjo (2012:5)

bahwa ada 3 (tiga) sudut administrasi dilihat yaitu sebagai berikut:
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1. Dari suatu proses, yakni semua proses dimulai dari pemikiran, pelaksanaan,
sampai tercapainya tujuan dalam bentuk segala kegiatan untuk mencapai
tujuan yang ditetapkan.

Dari pandangan fungsional, yaitu didalam segala kegiatan yang telah

pula didalami

sebagai p ga 1 t me 13 ya suatu bentuk

dari:

f) Digerakkannya para anggota organisasi

g) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional
h) Adanya pengawasan

1) Hasil yang dicapai dinilai

j) Penggunaan system dan penciptaan yang handal.
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Administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan. Selanjutnya menurut The

Liang Gie (Juliartha, 2009: 27) bahwa pelaksanaan kegiatan tata usaha dapat

diukur dari kegiatan:

Bz

organisasi,

tertentu daps

Natauy

mempermud % : yoara 1isasi  tersebut.

Administrasi yang 3 i Kinerja yang baik dan

birokrasi yang efektif dan e 1dak terlepas dari reformasi dari
birokrasi yang sedang berjalan. Setiono (Syafiie, 2013:163) mengungkapkan
bahwa langkah untuk mereformasi birokrasi tidaklah dapat dilakukan secara
parsial, melaikan harus menyeluruh dan mendasar. Apalah artinya kita
membangun sikap aparatur birokrasi agar professional akan tetapi kita tidak

membenahi kondisi kerja, sistem kerja, sistem penggajian dan atau juga sistem

karir mereka.
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Pengetian administrasi publik cara sederhana merupakan ilmu yang

mengelola dan mempelajari suatu organisasi. Walau sama dalam mengkaji tentang

organisasi, administrasi publik sangat berbeda dengan ilmu manajemen, jika

pengevalua

Dili atanya, a as 1 nggabungan 2 (dua)
kata yaitu
kegiatan dalam"rang enca i n ya : S1 an atau diarahkan.

Atau dengan kata la atu K nentasi kebijakan.

kepentingan negara, warga masyarakat. Adanya pengertian yang sederhana yaitu
metode dari pemerintahan negara diartikan sebagai administrasi publik dalam
Bahasa inggris diartikan sebagai administration of publik, for public dan by
public. Oleh karena itu kesimpulan administrasi public merupakan proses dari

pemerintahan untuk public oleh public dan dari public.
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Berdasarkan pendapat Chandler dan Plano dalam buku karangan oleh

Keban (2008:4) bahwa administrasi publik merupakan proses mengorganisasikan,

mengkoordinasikan sumberdaya atau personel untuk dapat diformulasikan,

bawahan sampai ketingkat atasan ataupun pendekatan terhadap pimpinan. Henry
fayol mempunyai 3 (tiga) teori bagi administrasi dan manajemen, yaitu:

(1) Adanya aktivitas dalam organisasi,
(2) Tugas dan fungsi dari pimpinan,

(3) Adanya prinsip manajemen dan prinsip administrasi.
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2.1.2 Konsep dan Teori Kebijakan Publik
Adanya pemahaman tentang definisi dari kebijakan publik menurut

pendapatan para ahli, berdasarkan pendapat S.A Wahab mendefinisikan bahwa

. untuk mengarahkan

‘u\ ‘ .’o ‘ intah dalam
g juan dapat

disampaik : ale esif; a pelaku kebijakan
publik, bat sering diberikan atas k blik Scbagai hasil-hasil

keputusan N bl dbb hala _ ; te untuk tujuan-

suatu pernyataan kehendak Konsep “kebijaksanaan” diartikan dalam bahasa
politik sebagai “statemen of intens” atau perumusan keinginan (Budiarjo,
2008:27).

Pernyataan kehendak sebagai suatu studi dari kebijakan yang diikuti
dengan adanya unsur pengaturan dan/atau paksaan, sehingga didalam

pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam
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menentukan kebijakan public perlu dibentuk dalam kehidupan setiap bangsa dan
negara. Semua negara yang menghadapi masalah yang relatif sama, hal yang

berbeda hanyalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut. Respons ini yang

=
o
8
aQ
=
o,
=
)
8

K-
D
(;D
el
!;P
g
5
0

A4 )¢
=
3
7
]

pengetahua gaime oses dan te e : akan. Dinayatkan
dalam penda

tahap vamg dila % ] : dapat dijelaskan

disebut sebagai masala dan prioritas dalam agenda publik
dipertarungkan.

2. Kebijakan yang di Formulasi, maksdunya disini adalah dari agenda
kebijakan tersebut timbulnya masalah yang kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan dan untuk
kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan msalah
tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Kebijakan tersebut kemudian diadopsi, adanya tujuan dari legitimasi

dalam kebijakan yang diadopsi ini akan memberikan otoritas pada proses
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dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam masyarakat diatur oleh
kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti aturan/arahan
pemerintah.

Implemetasi Kebijakan, pada tahap ini akan terdapat dampak dan kinerja

bagaimana kebijakan publik tersebu plementasikan dan ketiga, bagaimana
kebijakan publik tersebut dievaluasi. Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu
yang banyak beredardidalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda
pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan (Riant Nugroho, 2013:73)
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kebijakan public mempunyai 10

defenisi berdasarkan pendapat Hogwood & Gunn (Wibowo, 2010:70), bahwa

kebijakan public adalah:



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

29

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (as a label
for a field activity).

2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan
tertentu yang dikehendaki (as an expression of general purpose or desired

state of affairs).
3. :
4. an peme : ‘j 0
5.
: it @o.
7. 3 U Outpu
8.
9.
10.
ada bebrapa
cir-ciri kebijaka liri dari; ; ada. s akan, 2) tidak

dilakukan dan

Selain itu, ahli itik lai s R groho,2011:79),
mendefinisikans kebija ; eba Sega esuatus yang dikerjakan

pemerintah, gay melakul : mbuat kehidupan

sebagai proyeksi dengan tujuan pratek tertentu. David eastonjuga
mendefinisikan kebijakan public secara singkat yaitu sebagai impact dari aktivitas
pemerintah. Kebijakan public ini setelah melalui anaslisis yang mendalam
kemudian dapat dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam

merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan

yaitu:
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Model Kelembagaan;
Model Elit;

Model Kelompok;
Model Rasional;
Model Inkremental;
Model Teori Permai

NN R

2.1.3

individu : ) 0t c an be ’1 gian (2006:6)
mendefinis as )agal sua ckut ntar dua orang atau
lebih yang beke sama a formal teril 4? encapai suatu
tujuan yang ftela entukan d: Y : orang/beberapa
orang yang ' 3 orang ang yang disebut

bawahan.

Menurut Dwight Waldo 003: 114) organization is the structure
of authoritatife and habitual personal interrelation in an administrative system,
organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan
kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem
administrasi. Selanjutnya, menyimpulkan definisi organisasi adalah sebagai

berikut:
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Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
Terjadi kerjasama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut

Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing

1.
2.
3.
4.

Didalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik

organisas ; : : 1Sast b organisasi yang

bergerak 2 : | : : uan tanpa maksud

yang dibentuk

berdasarkan erintah sebagai
organisasi pub a lain fungsi pengaturan
dan fungsi pel ' alam suatu negara
administrative, peme ‘ i ‘ g nya biasanya dikenal sebagai
abdi masyarakat. Dalam baha ana peranan tersebut diharapkan

terwujud pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga
masyarakat.

Menurut Siagian (2006:25) mengatakan bahwa organisasi adalah setiap
bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu

tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

32

hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan
sekelompok lainnya disebut bawahan.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan

bakat-b : ~ nenyele ugas ¢ nikian rupa,

member sa < per i i S f dari usaha

hanya tum ak 1asi yang pasti dari hubungan antara para anggota

dan bahkan tujuan organisasi tidak ri b d : o tidak ditentukan.

terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara
seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok lainnya
disebut bawahan.

Tujuan organisasi mempunyai tiga tujuan utama yang saling berhubungan.
Tujuan-tujuan tersebut adalah pertumbuhan, stabilitas, dan interaksi. Ketiga

tujuan organisasi itu akan membedakan bentuk organisasi dengan tingkat
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kompleksitas yang berbeda-beda. Persamaan dalam tujuan-tujuan tersebut juga

telah diteliti oleh para ahli sejalan dengan pengembangan teori system umum.

2.1.4 Konsep Manajemen Publik

| #
2
| P
ﬂ

o
.
0,

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan
pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang
menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu
prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut

pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka
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penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang
menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat

2004:1
Rig
e ﬁ’ “g 1saha individu
alam bukunya
it fungsi dasar
1gorganisasian),

eempat fungsi

berperilaku. Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku
yang diharapkan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.
(Rivai, 2003:148).

Kata peranan ini sebenarnya menunjukan pada aktifitas yang dilakukan
seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang

tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan
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hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara
etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara,

tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang

beberapa penger s dapat n“‘peranan” bukan
hanya bera ai kata benda 1gkah atau perilaku
seseorang dala al as dan ta 'H : Wa chari-hari. Peranan
tidak lepas an engan status da ¢ duduka ang/lembaga. Oleh

karena itu dala etia ikaitkan dengan

kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada pereanan
publik untuk mencapai tujuan.

Thohah (dalam Pasolong, 2005:53) Peranan diartikan sebagai perilaku
yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu, artinya tindakan

atau perilaku yang dijalankan oleh pemerintah sebagai aparatur pelaksanan
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penegak peraturan dalam bidang pemerintah daerah haruslah menjalankan tugas
pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku (Rivai, 2004: 148).

Maksud dari definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan

rhadap sesuatu.
dengan

2002;

ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dari dunia teater. Dalam teater,
seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya
sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu. Dari sudut
pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat

golongan yaitu yang menyangkut:
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Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;

Kedudukan orang-orang dalam perilaku;

Kaitan antara orang dan perilaku.

e

ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan

toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
2.1.6 Konsep dan Teori Good Governance
Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, selama ini didasarkan pada

paradigma rule government (pendekatan legalitas). Dalam merumuskan,
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menyusun dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan
prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya menyandarkan atau

berlindung pada peraturan perundang-undangan atau mendasarkan pada

~

2.1.6.1 Pengertian Good Governance

Konsep good governance dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan
struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Human interest adalah
faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau
tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian

hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan.
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Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional
bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut

selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya

penggunaa ) ekon A g mengelola urusan-

L s L) £
8

AT
g

2N
<

urusan neg
mekanisme
masyarakat
memenuhi

Defin

sumber daya

terminologi governance membantah pemahaman formal tentang bekerjanya
institusi-institusi negara.

Governance mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat banyak pusat
pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda Lembaga
Administrasi Negara (LAN, 2000:12) memberikan pengertian Good governance

yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta
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efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif

diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114),

menggunakan

pemerintah

pasilitas 1

LN

drajit, 2005:5)

ptakan  suasana

tanan

a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam
melayani masyarakatnya;

b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;

c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan
publik;

d. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis;
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Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau

komunitas dimana E-Goverment tersebut diimplementasikan, maka masanya akan

sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya aplikasi E-
Goverment bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan
rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat
dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai

kebutuhan pelayanan sehari- hari.
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Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: Kepolisian membangun dan
menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk

ntukan sebuah
h negara dapat
sehari-harinya,
ak sekali data

itu, yang

=5
0Q

baga kenegaraan

yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik
dan efektif dengan industri swasta.

Contoh dari aplikasi E-Goverment berjenis G-to-B ini adalah: Para
perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web
untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan

melakukan pembayaran melaluai internet.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

43

3. Goverment to Goverments

egara-negara untuk

‘ ‘!\““ .?e . tuhan untuk

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas
prinsip-prinsip di dalamnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil, bahwa prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri

dari:
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1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat

dengan biaya yang terjangkau.

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,
mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa

pengecualian,
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Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu

pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance.

Selanjutnya prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu menurut

UNDP sebagaimana tertera di bawah ini:

1.

Partisipasi Masyarakat
Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,
baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang

mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun
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berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta

kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

. Tegaknya Supremasi Hukum

il-dan diberlak ang bulu, termasuk di

e\
= Vgt ‘N,

dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi
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Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai

kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya

yang ada seoptimal mungkin.

tersebu

Visi Str.

Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia
adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Ada beberapa pertimbangan
mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk memulai menerapkan good

governance.
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2.1.6.3 Penerapan Good Governance

Bintoro Tjokroamidjojo (2008:130) memandang Good Governance

sebagai “Suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut Sebagai

12

tahun ini,

sepenuhnya sesuai dengan cita—cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak
ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi
yang merupakan dua produk utama Good Governance.

Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak
upaya yang dilakukan pemerintah dalam  menciptaka  iklim Good

Governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi
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informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses

pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat

sebagai entita nis  se ": as CNga : yang sangat
menghamba

Dite annya G v anya membawa

1. Reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat;

2. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan;

3. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek
KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur;

4. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan

publik;
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5. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang
baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta
taat pada hukum;

6. Meningkatnya tuntutan dalam pelimpahan tanggung jawab, kewenangan dan

kegiatan
(controlling

ditentukan s

Stanton (2005:13) mengataka o didayagunakan oleh bisnis untuk
menjalankan pemsaran.

Sebuah konsep pemsaran yang baik, harus benar-benar bisa melihat seperti
apa kebutuhan konsumen. Dengan demikian, konsumen memiliki peran yang
sangat penting untuk sebuah keberhasilan dari konsep pemasaran. Untuk

memenuhi tujuan dari suatu perusahaan seluruh kegiatan dalam perusahaan yang

mengikuti konsep pemasaran akan diarahkan. Perusahaan harus mampu
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memahami serangkaian konsep inti dari perusahaan untuk memahami fungsi dari
pemasaran. “Konsep pemasaran adalah sebuah filsafah bisnis yang menyatakan

bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi

diarahkan 1 keberhasilan

ANAL

organisasi mnya. Adapun

konsep dasa ), konsep dasar

manusia adalah

han manusia itu

AaNaky

menyusun, menentukan harga, serta menyalurkan suatu produk, jasa dan ide yang
bisa memenuhi kebutuhan pasar sasarannya sehingga tercapai tujuan perusahaan
tersebut.

Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Assauri  (2013:12),
Manajemen pemasaran merupakan suatu aktivitas penjabaran, persiapan,

pelaksanaan, dan penerapan suatu rencana yang dilakukan demi menciptakan,
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menyusun, dan menjaga keuntungan dari pertukaran dengan tujuan pasar untuk
mencapai misi di perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi diatas
dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu keterampilan

atau seni < ; 0. A asa ] an cara menyusun,

mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai produk,
jasa dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Dengan demikian,
pemasaran berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan
pola jawaban ekonomik yang diperlukan. Pentingnya pemahaman tentang

konsumen dapat ditemukan pada definisi pemasaran (marketing), yaitu kegiatan
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manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui
proses pertukaran.

Dari definisi ini muncul dua kegiatan pemasaran yang utama. Pertama,

| o
fv
r,
¥

o
v

sehari-hari. Suatu pasar dalam Ilmu Ekonomi adalah dimana terjadi transaksi
antara penjual dan pembeli, barang yang ditransaksikan bisa berupa barang
apapun, mulai dari beras dan sayur-mayur, sampai jasa angkutan, uang dan tenaga
kerja. Setiap barang ekonomi mempunyai pasarnya sendiri-sendiri.

Selain itu, menurut Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007, pasar

adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik
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yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa,
pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dari definisi ini, ada empat poin

penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar, yaitu:

1.
2.
3. 1 terjadi jual
4. Ant
2.1.8.1 Jen
syarakat. Pada
dasarnya ad g aca % e _. 'y (0 tu pasar output
merupakan pasar yar ~ i A hasil kegiatan

pembeli dan penjual tahu keadaan pasar dengan sempurna, pembeli dan penjual
bebas keluar masuk pasar. Pada pasar persaingan sempurna produksi bebas
bergerak, harga pasar tidak mampu dipengaruhi perseorang, pembentukan
harga ditentukan kekuatan tarik menarik permintaan dan penawaran di pasar,

terbentuknya harga atas kesepakatan dan keinginan antara penjual dan pembeli.
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2. Pasar persaingan tidak sempurna Pasar persaingan tidak sempurna terjadi
apabila satu atau beberapa ciri-ciri pasar persaingan sempurna tidak terpenuh.

Dengan kata lain ciri-ciri yang ada dipasar sempurna tidak terpenuhi semua.

bawang, beras da gainya cenderung habis dalam kurun
waktu yang singkat.
3. Pasar Campuran Merupakan perpaduan antara pasar modern dan pasar
tradisional. Umunya pasar campuran dibangun sebagai hasil renovasi
pasar tradisional dengan bekerjasama dengan pihak swasta maupun

mengikutsertakan pemodal.
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Dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional

Pengelolaan DAK Fisik TA 2020 Bidang Pasar Menu Kegiatan Revitalisasi Pasar

Rakyat. Permendag 26/2020 mendefinisikan pasar rakyat sebagai suatu area

kalangan atas, menengah, maupun masyarakat kalangan bawah.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat yang terbuka dimana terjadi proses
transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional
pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi
penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar

tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas
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penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada
pasar tradisional tidak sedikit, menjadi pedagang di pasar tradisional merupakan

alternatif pekerjaan di tengah banyaknya pengangguran di Indonesia (Masitoh,

2013:25).

Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label
harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan
perubahan harga yang ada di pasar (Dewi dan Winarni, 2011:19).

Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di

perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar—pasar

pedesaan dan di sekitarnya. Pasar tradisional merupakan penggerak ekonomi
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masyarakat. Saat ini pasar tradisional tengah mengalami banyak tantangan.

Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara pedagang di

pasar tradisional dengan pasar modern (Masitoh, 2013:27). Namun pasar

tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi
penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar,
bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang
dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual

kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-
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sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain
itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang

meliputi : pasar tradisional.

pengelo

d ar tradisional;
e.

an situsi yang

kondusif) y

1) da _ﬂ asyarakat dalam
2) an eVe banga penanganan,
3)
4) Melakukan pengaturan dan pe an pedagang pasar.

5) Melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar.
6) Melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan saranaprasarana
pasar.

7) Melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar.
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8) Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku
pasar dan instansi terkait agar terdapat keter paduan dalam pengelolaan

dan perlindungan pasar.

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam
lingkup tugasnya.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas

Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab

terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas

pasar serta masalah pengelolaan pendapatan pasar. Kebijakan yang ditetapkan
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian guna menciptakan kondisi pasar yang

bersih, tertib, aman dan nyaman, serta mengoptimalkan kontribusi pasar guna

mendukung kelancaran pembangunan pemerintah daerah adalah dengan

masyarakat tidak menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, maka trotoar
berfungsi sebagaimana fungsi aslinya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin
masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut
dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu

sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.
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Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung
arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban

umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut

perundangse ‘ a berhak me S Jah ditentukan oleh
undang-und erlz o ai 1993 ang dilakukan oleh

beberapa pedaga a yang berjualan : ~ bahu jalan. Yang

berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini aan tetapi ditambah juga
dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi mayarakat yang
bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan
juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak
menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menrima sanksi dari masyarakat

itu sendiri.
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Ketertiban pada hakekatnya adalah suatu keadaan yaitu terdapat
keteraturan terhadap struktur atau pola yang dapat menciptakan kondisi aman.

Istilah Kertiban berkaitan dengan hubungan masyarakat satu dengan masyarakat

<«
)
b
[
=
)
8
g
=]

diperlukan
ketertiban.
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bentuk anca

Soerjono Soekanto (1990:62), yang mengutip pendapat dari C. J. M. Schuyt,
mengatakan bahwa ketertiban mengandung ciri-ciri pokok sebagi berikut:

Adanya sikap tindak yang memberikan harapan-harapan
Adanya kerjasama

Adanya pengawasan terhadap kekerasan

Adanya sikap yang konsisten

Adanya pengaturan-pengaturan yanh tahan lama sifatnya

A o e

Adanya keadaan yang stabil
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7. Adanya kepatuhan terhadap perintah

8. Adanya keseragaman

9. Adanya perintah

10. Tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan

yang diteta embaga yang berwenang ag: akat taat dan tidak

melakukan

nasional (Dirjen pemerintahan Umum 2003).

2.2 Kerangka Pikiran

Pasar rakyat/ tradisonal menjadi tempat bertemu antara penjual dan
pembeli. Adapun keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat terlaksana dengan
baik ketika pemerintah daerah mampu melakukan pembinaan pasar tradisional di

Kabupaten Siak. Peran pemerintah sangat penting dalam tercapainya pengelolaan



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

65

pasar tradisional, menurut Sedarmayanti (2004:7) terdapat empat unsur atau

prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri

kepemerintahan yang baik yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan,

Output :
Efektivitas Tata kelola Pasar Belatik Raya sebagai Pasar

Rakyat Berstandar Nasional Indonesia (SNI)

Sumber: Modifikasi peneliti, 2021



66

2.3 Hasil Penelitian Terdahulu
Berikut adalah terlampir tabel penelitian terdahulu yang relevan dapat

dipakai sebagai acuan melakukan penelitian terkait dengan Penerapan Good

Hasil Penelitian

6

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe
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Wy

anaan revitalisasi pasar
sional di Pasar Tumpang
berjalan dengan baik.

dengan  perspektif
governance, pernyataan
but  didasarkan  atas
a kerjasama/sinergi yang
dari ketiga aktor. Bentuk
pola kerjasama yang
jud  dalam  proses
Pasar Tumpang
dalam  bentuk
kerjasama written agreements
dan joint service. Pada proses
revitalisasi Pasar Tumpang
telah mengacu pada prinsip-
prinsip good governance,
diantaranya adalah
akuntabilitas, partisipasi,
predictibility (rule of law),
dan  transparansi. Dalam
mendukung proses revitalisasi
terdapat  berbagai  upaya,
antara lain adalah aspek fisik
yang berfokus pada
pembangunan dan perbaikan
fasilitas pasar dan aspek
nonfisik yang berfokus pada
pembinaan dan
pemberdayaan sumber daya
manusia.

i)
YAV

“‘ - N
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2 3 4 5 6
Hasan  Basri. | Implementasi | Implement | Kualitatif | Penelitian ini menunjukkan
Jurnal Kebijakan asi Desktriptif | bahwa pelaksanaan
Administrasi Penataan Dan | kebijakan, pembinaan, pengawasan dan
Publik Volume | Pembinaan penataan evaluasi terhadap pengelolaan
23 Nomor 02 dan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Juli 2019 pembinaan Modern  dilakukan  oleh

\\\\\\\\\\“‘

“‘ i
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Tri Anggraini.
Jurnal Wacana

Nalikota. Pembinaan berupa
iptaan sistem manajemen
pelatihan
sumber daya
konsultasi,
kerja  sama,
Pengawasan
ilakukan terhadap
.-’ lolaan  usaha  Pusat
dan  Toko
rn. Mengambil langkah-
gkah yang diperlukan
: menyelesaikan
asalahan sebagai akibat
irian pusat perbelanjaan
toko modern. Langkah-
ngkah yang harus dilakukan
eh Dinas Perindustrian dan

erdagangan untuk
gembangkan pasar
antara lain

sendiri yang dilakukan
oleh pemerintah kota

setempat.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, meskipun Birokrasi

Kinerja : Spesialisasi belum mencapai
Volume 23 | | Pemerintah Review, titikk optimum, tetapi telah
Nomor 1 | Juni | Daerah n Observasi | menimbulkan kerusakan
2020 DOI : | Kabupaten dan dalam  kinerja  birokrasi.
10.31845/jwk.v | Musi Interview | Kerusakan ini diindikasikan
23i1.169 p-issn | Banyuasin oleh gejala negatif, seperti
: 1411-4917; e- | (Studi Kasus: birokrasi yang lamban, tidak
issn 2620- | Relokasi Pasar efisien dan berbelit - belit,
9063 Rakyat oleh serta ketidakjelasan dalam
http://jwk.band | Dinas pembagian tugas. Pemerintah
ung.lan.go.id Koperasi, Daerah  Kabupaten = Musi
UMKM, dan Banyuasin disarankan untuk
Pengelolaan memperjelas pembagian tugas
Pasar Tahun dan tanggung jawab di antara
2016) Perangkat Daerah serta
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2 3 4 5 6
mendukung penuh dalam

penerapannya.
Kussudyarsana. | Analisis Daya | Daya Descriptive | Strategi yang dapat
The 8" | Saing  Pasar | saing, Qualitative | direkomendasikan adalah 1)
University i Strategi S-O (Comparative
Research Advantages): membangun

p one stop shopping dan
enggunakan sitem
al, tidak swalayan. 2)
S-T (Mobilization)
aga dan menjalin
#-} gan yang baik dengan
elanggan, pertahankan
toko dan membuat
pelayanan.  3)
W-0
>stment/Investment):
anfaatkan bantuan KUR
laba penjualan untuk
kekurangan
memperluas
gan dan mencari pasokan
ng di tempat yang murah.
ﬂ‘. Strategi W-T (Damage
[+Control): meningkatkan
pelayanan sebagai
dalam
empertahankan pelanggan,
dan membuat standarisasi
pelayanan.

W

«2NNh

“‘ i
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Mahmuddah Penelitian  ini  bertujuan

dkk. Jurnal untuk: 1) Mengetahui dampak
Akuntansi dan keberadaan pasar modern
Pendidikan e Alfamart dan  Indomaret
Vol. 6 No. 1 | Terhadap terhadap pasar tradisional
Hlmn.  59-72 | Pasar Sleko di Kota Madiun, 2)
Madiun, April | Tradisional Mengetahui apakah
2017 p-ISSN: | Sleko Di Kota keberadaan pasar modern
2302-6251 e- | Madiun Alfamart dan  Indomaret
ISSN:  2477- menyebabkan turunnya
4995 aktivitas pasar tradisional

Sleko di Kota Madiun. Hasil
menujukkan bahwa dampak
keberadaan pasar modern
Alfamart dan  Indomaret
terhadap pasar tradisional
Sleko di Kota Madiun yaitu
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pedagang sayuran dan
pedagang buah tidak
mengalami pengaruh terhadap
omset dan konsumen.
Sedangkan  dampak  bagi
pedagang sembako  yakni
mengalami turunnya omset
berkurangnya konsumen.
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penelitian ini

kkan bahwa
; Peraturan
Kabupaten
1arjo Nomor 7 Tahun
tentang Penataan dan
yinaan Pasar Rakyat,
Perbelanjaan  dan

Swalayan di
matan Tawangsari
berjalan dengan baik
yan terpenuhinya aspek
tansi hukum berupa
crangkat aturan.
gatur  penataan  dan
nbinaan pasar rakyat,
sat perbelanjaan dan pasar
aspek  struktur
kum dengan terbentuknya
truktur dan struktur
organisasi di Dinas Koperasi
UKM Kabupaten Sukoharjo
dan  pemenuhan  aspek
budaya hukum yang
melibatkan  peran  aparat
penegak  hukum  dalam
penataan dan  pembinaan
pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan supermarket
serta  masih  mengalami
kendala dalam penataan dan
pembinaan pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan supermarket
berupa  pengaturan jarak
antara pasar rakyat, pusat
perbelanjaan dan
supermarket.
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2 3 4 5 6
Ferninda Analisis Pengelolaa | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan
Arlisa. Jurnal | Strategi n Pasar dan | Deskriptif | bahwa strategi pengelolaan
Online Pengelolaan UMKM Pasar Tradisional Bangsri
Universitas Pasar yang telah dilakukan belum
Diponegoro optimal, sehingga
membutuhkan strategis baru

ntuk mengatasinya. Strategi
disarankan  adalah
malkan  kerjasama
takeholder dan pihak
meningkatkan
elolaan Pasar Tradisional
sosialisasi  untuk
partisipasi
ang bersama dengan
lola Pasar Tradisional
i mengupayakan
bahan  sarana  dan
ana di Pasar Tradisional
rsr1 dan koordinasi antara
Pemerintah, DPR,
relola pasar dan pedagang

%

il
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[asil penelitian menunjukkan
wa program revitalisasi
" | pasar tradisional di Pasar

Publik, 3ulu Kota Semarang tidak
Fakultas I efektif karena belum adanya
Sosial dan II perubahan pola pikir
Politik pedagang dari pasar
Universitas tradisional ke pasar
Diponegoro tradisional modern,

menurunnya penerimaan

retribusi  di  Pasar Bulu,
revitalisasi dana tidak
dialokasikan secara efisien
untuk membangun fasilitas
yang lengkap. sesuai dengan
ketentuan, ketidakpuasan
masyarakat terhadap
pelayanan informasi di Pasar
Bulu, penurunan pendapatan
pedagang, tidak  banyak
partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan pendapat,
sikap pedagang dan
pengunjung tidak bisa
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menjaga  kebersihan  dan
kedisiplinan pasar, banyak
Jumlah kerusakan fasilitas
yang tidak segera diperbaiki,
dan pengelola pasar yang
belum mampu menegakkan
aturan secara tegas

dengan
permasalahan
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ian ini menggunakan
etode analisis, yaitu
is faktor konfimatori
analisis regresi linier
nda. Analisis faktor
matori digunakan untuk
>konfirmasi indikator
g-masing variabel laten,
gkan analisis regresi
untuk
ganalisis pengaruh antara
ariabel ~ bebas  terhadap
ariabel terikat. Hasil analisis
unjukkan secara parsial
abel revitalisasi pasar dan
" | sumber daya  pedagang

€ signifikan
erhadap kinerja pedagang.
Variabel yang berpengaruh
dominan terhadap kinerja
pedagang di Kota Denpasar
adalah variabel revitalisasi
pasar.

NN RERE

“‘ i

Jun Kebijakan Kualitatif | Fenomena keberadaan toko
Ramadhani. Pemberian , penataan, | Deskriptif | modern Alfamart dan
JOM Fakultas | Izin Usaha | pembinaa Indomaret di beberapa sudut
Hukum Toko Modern | n pasar kota Pekanbaru menuai kritik
Volume 2 | Alfamart Dan dan kritik dari  berbagai
Nomor 1 | Indomaret kalangan.  Penelitian  ini
Februari 2015 | Oleh mempublikasikan bahwa
Pemerintah zonasi Alfamart dan
Kota Indomaret tidak mengganggu
Pekanbaru pedagang tradisional.
Berdasarkan Evaluasi dari kebijakan ini
Peraturan dapat dilihat juga bahwa

Presiden kebijakan sosial yang
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Nomor 112 diberikan oleh pemerintah
Tahun 2007 dalam pengembangan toko
Tentang modern tidak diterapkan oleh
Penataan Dan para investor. Jenis penelitian
Pembinaan ini digolongkan ke dalam
jenis penelitian yuridis sosio-

uridis, karena penelitian
dilakukan secara
melakukan
n pada lokasi atau
yang diteliti guna
ikan gambaran yang
ﬁ' entang masalah yang
Lokasi  penelitian
kan di Kantor Badan
Terpadu
Dinas
dan
agangan Pekanbaru, serta
-gerai Toko modern
art dan Indomaret Kota
nbaru dan Kios Pribadi.
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wta NN

1 penelitian menunjukkan
a kapitalisasi pasar dan
] nilai yang

diperdagangkan memiliki
~ | korelasi negatif yang sangat
~ | lemah dengan pertumbuhan

J“_

Ethiopia Vo < ckonomi  sedangkan rasio
(1), Serial perputaran memiliki korelasi
24, positif yang sangat kuat
2012 dengan pertumbuhan

ekonomi. Juga, kapitalisasi
pasar saham memiliki
korelasi positif yang kuat
dengan rasio  perputaran
saham. Hasil ini menyiratkan
bahwa likuiditas memiliki
kecenderungan untuk
memacu pertumbuhan
ekonomi di Nigeria dan
bahwa  kapitalisasi  pasar
mempengaruhi likuiditas
pasar. Kita harus melihat
dengan  hati-hati  gagasan
bahwa ukuran pasar saham
tidak signifikan untuk
pertumbuhan ekonomi karena
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multikolinearitas ada dalam
data yang digunakan untuk
analisis ini. Pemerintah harus
membuat  kebijakan  yang
mendorong minat investor
domestik di Nigeria karena
1al ini dapat memacu minat
or dan meningkatkan
pasar saham.

1 vdwnyo(]
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kel ini menggabungkan
m kasus dari Kenya,
bia, dan Ethiopia untuk
i bagaimana perbedaan
kebijakan
pupuk  telah
mpengaruhi  biaya dan
yang ditanggung oleh
pemasaran, respon
oleh  pedagang
ta, dan konsumsi pupuk.
akuntansi  biaya
menunjukkan
biaya  pemasaran
estik mencapai 50% atau
ih dari harga di tingkat
ani. Jumlah margm
I’ untungan importir, grosir
pengecer  umumnya
rang dari 10%. Ada
peluang untuk mengurangi
biaya pemasaran domestik
melalui  hal-hal  berikut:
mengurangi biaya pelabuhan,

RN

N\

mengoordinasikan waktu
pembersihan  pupuk  dari
pelabuhan dengan

transportasi  luar  negeri,
mengurangi biaya transportasi
melalui perbaikan pelabuhan,
kereta  api, dan jalan,
mengurangi  pajak  bahan
bakar yang tinggi, dan
mengurangi  ketidakpastian
yang terkait dengan program
distribusi input pemerintah
yang membebankan biaya
pemasaran tambahan pada
pedagang. Perkiraan
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\ N1V

pengurangan harga pupuk di
tingkat petani dari penerapan
berbagai opsi yang
diidentifikasi di setiap negara
berkisar antara 11 hingga
18%. Penurunan  harga
sebesar ini, jika diteruskan ke
i, akan meningkatkan
n efektif petani
puk. Investasi pada
barang tertentu yang
sediakan  untuk  umum,
ali dianggap di luar
an kebijakan pemasaran
itu sendiri, sangat

mpengaruhi biaya pupuk,
esediaan  petani  untuk
ayarnya, dan karenanya

¢

il

Sumber: Mo

sebagai berikut:
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1.Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang
harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan
diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi
dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas

menjatuhkan.
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2.Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Siak terhadap Individu atau kelompok pedagang di Pasar Rakyat

Belantik Raya yang diarahkan pada tercapainya tujuan Pasar Rakyat berstandar

meliputi
Prosedur

angkut sa

barang yang dijual dan nama penjual yang ada Pasar Belantik Raya Kabupaten

Siak, sarana telekomunikasi seperti telepon dan sarana pengaduan, Jumlah
pedagang terdaftar, ukuran luas ruang dagang, Pengujian limbah air, Pengujian
kualitas air bersih, hidran air, CCTV, Lebar koridor/ gangway, Kantor pengelola

dan Area Penghijauan.
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6.Keterbukaan adalah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan

yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD) merata

8.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah termasuk
kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda
yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat

atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli

barang dagangan melalui tawar menawar.
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O.Instansi pelaksana adalah sebuah organisasi yang berada disuatu pemerintah
Kab/Kota yang mempunyai Tupoksi, tanggung jawab serta berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan pembinaan pasar yaitu Dinas
Perdagangan i b

25.0 a

\&Neﬂgﬂ [dalam WR@ rapan Good
ik

Governan e upaten Siak

adalah:

Tabel 2.2 : erapan Good

v )ala ataa t Belatik Raya di
iak . S
Konsep riabel L'Jlfdil_( Sub Indikator
1 2 \! 4

Menurut Uni n | elolaan Sampah
Nation Developm nance asarkan 3R,
Program (UND n asi,

2007 Go p@ftﬂ B AR\) sedur Kerja/ SOP,

Governance  adalal 4) Struktur Pengelola,

AP disay yepepe
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suatu penyelenggaraan abung pemadam
manajemen ebakaran,

pemerintahan yang Alat angkut sampah,

solid dan bertanggung ) Tempat pembuangan

jawab sejalan dengan
prinsip demokrasi,
pasar yang efisien,
pencegahan  korupsi
menjalankan  disiplin
anggaran dan
penciptaan  kerangka
hukum dan politik
bagi tumbuhnya
aktivitas swasta dan
masyarakat.

sampah sementara dan
8) Informasi zonasi pasar.

1) Informasi kisaran harga,

2) Informasi identitas
pedagang,

3) sarana telekomunikasi,

4) Jumlah pedagang terdaftar,

5) ukuran luas ruang dagang,

6) Pengujian limbah air,

7) Pengujian  kualitas  air
bersih,

8) Hidran air,

9) CCTV,

10) Lebar koridor/ gangway,

11) Kantor pengelola dan

12) Area Penghijauan
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3. Keterbukaan 1) Program Pengembangan
dan Aktivitasi Pasar,

2) Program Pemberdayaan
Komunitas Pasar,

3) Jumlah Pengelola,

4) Pelaksanaan sidang tera/

9

pos Ukur Ulang
penyimpanan bahan

basah  bersuhu
/ lemari pendingin.

a bongkar muat barang,
untuk masuk dan
kendaraan,

toilet dan Kamar
1 (terpisah antara pria
anita),

toilet pada satu

pat cuci tangan,
g Menyusui,

ang Peribadatan,
0) R ang bersama,

Pos kesehatan,

Pos keamanan,

3) Tinggi anak tangga,

14) tinggi meja tempat penjual,
15) akses untuk kursi roda dan
16) Ketersediaan tempat
sampabh.

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021.
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BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe/ Jenis Penelitian

data empiris.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada 2 (dua) tempat yaitu di Pasar Rakyat
Belantik Raya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
Dipilihnya lokasi ini karena Pasar Belantik Raya merupakan satu-satunya Pasar

Rakyat berStandar Nasional Indonesia (SNI) sehingga peran Dinas Perdagangan

79
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dan Perindustrian Kabupaten Siak sangat diperlukan dalam mencapai Pasar SNI

tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Informan yang dimaksus : ] mengetahui benar

suatu fenomena ‘ objek penelitian, oa ( bantu peneliti
(-— a "

dalam mengga asi ya i kan. Penel amati peristiwa

yang terjadi sele Jala i elitie C men-dokumen

dan catatan it dengar asals i Adapun sumber data

2. Data sekunder adalah merupakan data yang didapat dari berbagai sumber di
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berupa dokumen,
Strktur Organisasi, Tupoksi, Jumlah pegawai Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Siak, serta hal ini yang disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian.
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3.4 Informan Penelitian

81

Informan penelti adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin,

penelitian

Raya di Kab

Tabel. 3.1

ini informan

akyat Belantik

No
1.
2. ¢
3. | Kepala Bidang Perdage
4. | Kepala Seksi 1
Pengembangan dan Pemasaran Produkunggulan
Daerah
5. | Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan 1
6. | Kepala Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak 1
7. | Pedagang Biasa (Pedagang Sembako) dan 2
Pedagang harian (Baju dan alat-alat perlengkapan
liannya) di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak
8. | Pembeli barang-barang sembako dan pembeli 2
harian untuk keperluan sehari-hari.
Jumlah Informan 10

Sumber: Olahan Peneliti, 2021.
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum

dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan

3. Dokumentasi berupa hasil observasi peneliti dengan lokasi penelitian dan

informan peneliti.

3.6 Teknik Analisa Data
Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh
adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data
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bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari
dokumen, rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi

engecekan atau

paling banyak

. Membandingkan apa atakan o -orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.
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Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga

tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

Wt

&

"

" |

/

?
/
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BAB 1V
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umu abupaten Siak

‘\\\“‘ .Q‘,

Raja Kecil

an Mahmud

5

=

(¢)°]

(on

(@]

-
ARAS

yang banya ] S c daerah Siak berada
dibawah kekuas C ng memerintah ¢ si_daerah ini adalah
raja yang d an diangk ; an ] ir 100 tahun

daerah ini tic

berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke
Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan
Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat
Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap

disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

85
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Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul

Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 — 1908, dibangunlah istana

yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah

kecamatan, 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat, dengan batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;

Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;

Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.
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4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan Kabupaten Siak
Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam

pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat

a dapat dijadikan

dalam rangka

misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan
Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan
ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut,
dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan

misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

88

Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini,

dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

4.1.2.1 Visi Kabupaten Siak

Misi mer an gamba :' egiata :. an d akan dalam rangka
pencapaian suatu visi, _l' ':, ‘_'_1 >bay atu pedoman dalam
penyusunan
sumber daya

Misi pe a1 pe ang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan v - dirumuskan sebagai
berikut:

1. Mewujudkan kualita aya ma a yang schat, cerdas, berakhlak,
beriman dan bertaqwa.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama
kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan
lingkungan.

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing
melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.

4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
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5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta
pelayanan publik yang prima.

4.1.2.3 Tujuan Kabupaten Siak
Mengacu kepada wvisi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertagwa serta berbudi pekerti
yang luhur meglalui pembangunan ' ‘sektor pendidikan, kesehatan,
kebudayaan dan keagamaan. dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;

Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;

Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;

Meningkaatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;

Tercapainya standar mutu pendidikaan melalui peningkatan profesionalisme

para pendidik dan tenaga kependidikan;

8. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada
seluruh lapisan masyarakat;

9. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuanidan anak-anak;

10. Meningkatkan kualitas hidup masyatakat melalui perencanaan keluarga;

11. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;

12. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;

13. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;

14. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

NNk W=

Misi 2: Mengembangkan perekonomian  daerah dan masyarakat melalui
pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif
lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang
terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan
lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, pendapatan petani dan

ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau,

Manusia sehat dan produktif;

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

(98]
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Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk
memenuhi kebutuhah.masyarakat;

Meningkatkan:mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan
terhadap konsumen;

Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal,
domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangikemiskinan melalui pembetdayaan ekonomi kerakyatan,

A

Sl

10.

pemberdayaan perckonomian  pedesaan, pembangunan sector
ketenagakerjaan serta pemerataan dan
pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

Pemerataan distribusi penduduk;

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;

Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM:;
Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan
kerja;

Meningkatnya standar kescjahteraan pekerja,dan pelayanan ketenagakerjaan;
Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
Terpetakannya penduduk berdasarkan wusia, jenis kelamin, profesi dan
persebarannya;

Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Misi 4: Membangun, ~ meningkatkan —dan »memeratakan pembangunan

N

SNk

infrastruktur daerah melalui ‘peningkatan prasarana jalan, jembatan,
pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan
lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai

berikut:

. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan prasarana jalan,

jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;

Membangun, meningkatkan, dan memeratakan pembangunan perumahan
berkualitas baik;

Meningkatkan kualitas penataan ruang;

Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;

Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanahan;
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7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan
berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

nberikan implikasi
terhadap tunt % & - prima. Dalam

menjawab  tuntute : : harus mampu

Dinas Perdagangan Perindustria VI menjadi Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian yang didalamnyan termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan
krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian  urusan
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pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada
perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti

pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum

Perangkat Daere : njadi B asi dan UKM,

serta Dinas

=]
[N}
S
—_
3
)
—
=]
oo
w2

Perdaganga

< |

Koperasi, Us:

A )
2

\
&
=3
=
=
&
=
o
=
9]
L
&
w

4.2.2 Visids

sebagai berikut:
a. Visi
“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan
masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang
benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021
b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka

ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu sebagai berikut:
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1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat;

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

di bidang

1@&1 * ““\‘mﬁ a .a ; embantu Bupati

.aSITAS ISMM&#
f/

AN ‘

dan Perind
Koperasi,

bertanggung

perindustria

‘l‘-;\‘%i\'_‘l‘@\ﬁ\

S
ﬂi

dan

4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh pimpinan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan

fungsinya.
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Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, maka

tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal

adalah sebagai berikut:

mengatur,

dan

mempertanggungjawabkan ke : emerintahan di
bidang Per

Dalam & . an tuga 1 jaksud pada uraian

diatas Kep

a.

kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenangan,
kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Umum;

b. Subbagain Keuangan dan Kepegawaian.
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3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan. Bidang

Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi I ngan n Pemasaran Produk

<Nt '.,.
da
el

4.2.4. Struktur Organisas
Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terlampir.
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Kabupaten Siak

96

Perdagangan dan Perindustrian

Pada saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siaktelah

Dilihat berdasarkan golo

sebagai berikut : '
|
Tabel 4.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 11 Orang
2 Golongan III 35 Orang
3 Golongan 11 9 Orang
Jumlah 50 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021
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Tabel 4.2
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

e

_—

e ——

R e PE R

»
%3
Cl ':F

-
&
#

e

(Perlengkapan) seperti Personal € Notebook, Printer, Kendaraan dinas,
Ruang kerja pada setiap Bidang maupun Sekretariat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan
2 (dua) urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan urusan
Perindustrian. Pelayanan OPD  dilaksanakan melalui pembinaan dan

pengembangan baik wusaha industri, perdagangan dan pengelolaan pasar.

Pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan di Kabupaten Siak dari
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waktu kewaktu telah menunjukan peningkatan dan perkembangan, bahkan
beberapa usaha telah mendapat penghargaan, demikian pula industri kecil

menengah juga telah mendapat penghargaan Adikriya sebagai industri kecil

iak Kabupaten
asaran, jumlah

a. Diantaranya

dibawabh ini.

Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak

No | Tempat Dasaran Tersedia | Terpakai | Tidak Terpakai

1 2 3 4 5
1. | Blok A (Kios) 76 76 -
2. | Blok B (Kios) 80 78 2

3. | Blok C (Kios) 96 88 8
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1 2 3 4 5
. | Blok D ikan (Los) 64 51 13
5. | Blok D sayuran (Los) 94 94 -

410

Jumlah

los.
b. Jumlah
Ber

pedagang da

3. |Makanan dan Minuma

Belanti Raya

4. |Kelontong 13 3.36
5. [Ikan, Ayam dan Daging 61 15.76
6. |Asesoris 24 6.20
7. [|Lain-lain 78 20.16
Jumlah 387 100

Sumber: UPTD Pasar Belantik Raya




nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

100

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang
terdapat dipasar belantik raya sejumlah 387 pedagang, yang mana sebagian

besar pedagang atau sebesar 28.68% berjualan pakaian dan tekstil kemudian

sebesar 19.90% 1 sebe 69 n,a dan daging, berjualan
asesori

sisanya 2

“\\\‘\\\\‘\‘ 2

%
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BAB 1V
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umu abupaten Siak

‘\\\“‘ .Q‘,

Raja Kecil

an Mahmud

5

=

(¢)°]

(on

(@]

-
ARAS

yang banya ] S c daerah Siak berada
dibawah kekuas C ng memerintah ¢ si_daerah ini adalah
raja yang d an diangk ; an ] ir 100 tahun

daerah ini tic

berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke
Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan
Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat
Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap

disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

85
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Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul

Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 — 1908, dibangunlah istana

yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah

kecamatan, 9 kelurahan, 114 kampung, dan 8 kampung adat, dengan batas

wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis;

Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru;

Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan;

Sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis.
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4.1.2. Visi, Misi, Dan Tujuan Kabupaten Siak
Dalam suatu institusi pemerintahan modern, perumusan visi dalam

pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting mengingat

a dapat dijadikan

dalam rangka

misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan
Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan
ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut,
dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan

misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi
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Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini,

dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

4.1.2.1 Visi Kabupaten Siak

Misi mer an gamba :' egiata :. an d akan dalam rangka
pencapaian suatu visi, _l' ':, ‘_'_1 >bay atu pedoman dalam
penyusunan
sumber daya

Misi pe a1 pe ang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan v - dirumuskan sebagai
berikut:

1. Mewujudkan kualita aya ma a yang schat, cerdas, berakhlak,
beriman dan bertaqwa.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama
kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan
lingkungan.

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing
melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan,
perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.

4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing.
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5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta
pelayanan publik yang prima.

4.1.2.3 Tujuan Kabupaten Siak
Mengacu kepada wvisi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertagwa serta berbudi pekerti
yang luhur meglalui pembangunan ' ‘sektor pendidikan, kesehatan,
kebudayaan dan keagamaan. dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;

Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;

Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;

Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;

Meningkaatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;

Tercapainya standar mutu pendidikaan melalui peningkatan profesionalisme

para pendidik dan tenaga kependidikan;

8. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepada
seluruh lapisan masyarakat;

9. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuanidan anak-anak;

10. Meningkatkan kualitas hidup masyatakat melalui perencanaan keluarga;

11. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;

12. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;

13. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;

14. Meningkatnya prestasi olah raga daerah.

NNk W=

Misi 2: Mengembangkan perekonomian  daerah dan masyarakat melalui
pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif
lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang
terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan
lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;

2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, pendapatan petani dan

ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau,

Manusia sehat dan produktif;

4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

(98]
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Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan
ketersedian bahan pangan dengan harga terjangkau;

Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk
memenuhi kebutuhah.masyarakat;

Meningkatkan:mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan
terhadap konsumen;

Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal,
domestik dan internasional.

Misi 3: Menanggulangikemiskinan melalui pembetdayaan ekonomi kerakyatan,

A

Sl

10.

pemberdayaan perckonomian  pedesaan, pembangunan sector
ketenagakerjaan serta pemerataan dan
pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;

Pemerataan distribusi penduduk;

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;

Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM:;
Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan
kerja;

Meningkatnya standar kescjahteraan pekerja,dan pelayanan ketenagakerjaan;
Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
Terpetakannya penduduk berdasarkan wusia, jenis kelamin, profesi dan
persebarannya;

Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Misi 4: Membangun, ~ meningkatkan —dan »memeratakan pembangunan

N

SNk

infrastruktur daerah melalui ‘peningkatan prasarana jalan, jembatan,
pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan
lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai

berikut:

. Membangun, meningkatkan dan memeratakan pembangunan prasarana jalan,

jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;

Membangun, meningkatkan, dan memeratakan pembangunan perumahan
berkualitas baik;

Meningkatkan kualitas penataan ruang;

Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;

Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;

Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanahan;
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7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan
berkelanjutan.

Misi 5: Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

nberikan implikasi
terhadap tunt % & - prima. Dalam

menjawab  tuntute : : harus mampu

Dinas Perdagangan Perindustria VI menjadi Dinas Perdagangan Dan
Perindustrian yang didalamnyan termasuk bidang Pasar.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
terjadi perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan
krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota. Perubahan pembagian  urusan
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pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berdampak pada
perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang harus mengikuti

pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebgaimana yang tercantum

Perangkat Daere : njadi B asi dan UKM,

serta Dinas

=]
[N}
S
—_
3
)
—
=]
oo
w2

Perdaganga

< |

Koperasi, Us:

A )
2

\
&
=3
=
=
&
=
o
=
9]
L
&
w

4.2.2 Visids

sebagai berikut:
a. Visi
“Terwujudnya pasar yang aman, tertib dan berbudaya dalam lingkungan
masyarakat yang bersih, sehat, bernuansa hijau dan berbunga serta terang
benderang di malam hari sebagai perwujudan pelayanan publik terbaik 2021
b. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Siak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maka

ditetapkan 2 (dua) Misi yaitu sebagai berikut:
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1. Mewujudkan Pasar yang Aman, Tertib dan berbudaya;
2. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Bersih dan Sehat;

4.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

di bidang

1@&1 * ““\‘mﬁ a .a ; embantu Bupati

.aSITAS ISMM&#
f/

AN ‘

dan Perind
Koperasi,

bertanggung

perindustria

‘l‘-;\‘%i\'_‘l‘@\ﬁ\

S
ﬂi

dan

4. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh pimpinan baik secara
tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan bidang tugas dan

fungsinya.
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Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak, maka

tugas pokok dan fungsi unsur-unsur Dinas yang bertanggung jawab dalam hal

adalah sebagai berikut:

mengatur,

dan

mempertanggungjawabkan ke : emerintahan di
bidang Per

Dalam & . an tuga 1 jaksud pada uraian

diatas Kep

a.

kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenangan,
kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan dan Umum;

b. Subbagain Keuangan dan Kepegawaian.
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3. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Perdagangan. Bidang

Perdagangan terdiri dari :

a. Seksi I ngan n Pemasaran Produk

<Nt '.,.
da
el

4.2.4. Struktur Organisas
Siak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 82 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak, Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak terlampir.
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4.2.5 Sumber Daya Manusia Dinas

Kabupaten Siak

96

Perdagangan dan Perindustrian

Pada saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siaktelah

Dilihat berdasarkan golo

sebagai berikut : '
|
Tabel 4.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV 11 Orang
2 Golongan III 35 Orang
3 Golongan 11 9 Orang
Jumlah 50 Orang

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Disperindag Tahun 2021
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Tabel 4.2
Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No Jabatan Jumlah

e

_—

e ——

R e PE R

»
%3
Cl ':F

-
&
#

e

(Perlengkapan) seperti Personal € Notebook, Printer, Kendaraan dinas,
Ruang kerja pada setiap Bidang maupun Sekretariat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak menyelenggarakan
2 (dua) urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan urusan
Perindustrian. Pelayanan OPD  dilaksanakan melalui pembinaan dan

pengembangan baik wusaha industri, perdagangan dan pengelolaan pasar.

Pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan di Kabupaten Siak dari
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waktu kewaktu telah menunjukan peningkatan dan perkembangan, bahkan
beberapa usaha telah mendapat penghargaan, demikian pula industri kecil

menengah juga telah mendapat penghargaan Adikriya sebagai industri kecil

iak Kabupaten
asaran, jumlah

a. Diantaranya

dibawabh ini.

Jumlah Tempat Dasaran di Pasar Belanti Raya Kabupaten Siak

No | Tempat Dasaran Tersedia | Terpakai | Tidak Terpakai

1 2 3 4 5
1. | Blok A (Kios) 76 76 -
2. | Blok B (Kios) 80 78 2

3. | Blok C (Kios) 96 88 8
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1 2 3 4 5
. | Blok D ikan (Los) 64 51 13
5. | Blok D sayuran (Los) 94 94 -

410

Jumlah

los.
b. Jumlah
Ber

pedagang da

3. |Makanan dan Minuma

Belanti Raya

4. |Kelontong 13 3.36
5. [Ikan, Ayam dan Daging 61 15.76
6. |Asesoris 24 6.20
7. [|Lain-lain 78 20.16
Jumlah 387 100

Sumber: UPTD Pasar Belantik Raya
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pedagang yang
terdapat dipasar belantik raya sejumlah 387 pedagang, yang mana sebagian

besar pedagang atau sebesar 28.68% berjualan pakaian dan tekstil kemudian

sebesar 19.90% 1 sebe 69 n,a dan daging, berjualan
asesori

sisanya 2

“\\\‘\\\\‘\‘ 2

%
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BABV
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang menganalisis

menguasai mas asalah ' ndidikan dari

informan berpendidik: : jana b g terdiri dari Kepala

Dinas Perdaga : _’ : b : : epala Bidang
Kesehatan, “1 (empat) orang
yaitu Kepala E > Penge asa si -’ bangan Pasar,

(ST) sangat mendominasi.

5.1. Penerapan Good Governance Dalam Penataan Pasar Rakyat Belantik

Raya Di Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian sub topik bab

ini yang dilakukan oleh peneliti, mengenai penerapan good governance dalam
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penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak. Untuk mengetahui
tanggapan informan peneliti tentang indikator-indikator Penerapan Prinsip-Prinsip

Good Governance yaitu Akuntabilitas mengenai adanya kewajiban bagi aparatur

jumlah  lah cdiakan oleh apara ; istribusi Biaya
(APBD) a ke pihak alam ata an’ pembinaan para
Pedagang. i J 4 alam penvelenggaraan

pemerintaha

Rakyat. Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi
strategis, diantaranya:

1. simpul kekuatan ekonomi lokal;

2. memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah;

3. meningkatkan kesempatan kerja;

4. menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil

dan menengah;
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W

menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat
inflasi dan indikator kestabilan harga;

6. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

sarana keberlanjutan budaya

ance dalam
penataan satu-satunya
Pasar SNI
1. Belum t

yang efe

TS e BN

-
3
-
=

harganya. Ketergantungan konsu ndonesia terhadap produk impor masih
tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah
sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk
dalam negeri yang terus melemah;

4. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya

pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab

lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap
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UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang terhadap

banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk

impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, terbatasnya jumlah petugas di

sehingga membuat harga-harga yang diperdagangkan dapat diperoleh dengan
harga yang wajar dan terjangkau sehingga tidak memberatkan masyarakat. Masih
Rendahnya Kualitas Layanan Publik Kualitas pelayanan publik yang kurang
optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal
ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani

masyarakat termasuk minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik.
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Tuntutan sangat gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah
untuk melaksanakan pemyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan

dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat maupun

Ada

menerapka

pemerintah

empat uns

Pemerintah berkomitmen untuk memberdayakan dan meningkatkan daya
saing pasar rakyat sehingga perlindungan terhadap konsumen, pedagang dan
pengelola pasar juga makin baik, SNI Pasar Rakyat Belantik Raya ini disusun
untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar
secara profesional, serta memberdayakan komunitas pasar. Penerapan Good

governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai
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urusan. Kunci utama memahami good governance, adalah pemahaman atas
prinsip-prinsip yang mendasarinya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah

untuk

anaan  misi

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Informan kunci yaitu
pejabat Struktural Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
mengenai Bagaimanakah Pertanggungjawaban dan kewajiban Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Siak terhadap Pasar Belantik Raya sebagai Pasar
SNI yang merupakan upaya bagaimana mengubah imej pasar yang kurang

diminati, menjadi lebih baik. Pasar mendapat SNI jika memenuhi persyaratan,
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diantaranya bersih, sehat, zonasi kios, pengelola pasar yang profesional,

pengelolaan sampah dan sebagainya dalam rangka perwujudan good governance.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Perdagangan dan

engelolaan Pasar

mengenai pertang an e 2 l T 12 merencanakan

pengelolaan area mbina pedaga asar\i bantu stabilitas harga

dan kelancaran dis dan jasa d dari Penerapan

beliau menjelaskan:

“bahwa Pemerintah daerah khususnya Dinas Perdagangan, dan
Perindustrian Kabupaten Siak melalui UPT Pengelolaan Pasar
melakukan pembinaan teknis kepada pedagang pasar terkait tentang
Pasar Belantik Raya yang saat ini sudah menjadi SNI, misalnya
pembinaan teknis terhadap pengelolaan sarana perdagangan serta

pembinaan mengenai cara-cara berdagang yang baik dan benar,”.
(wawancara tanggal 09 November 2021)
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara peneliti dengan

Bapak Hendra, SE, MM sebagai Kepala Bidang Perdagangan, ia mengatakan:

“Bahwa tugas daripada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak'i asi, fasilitasi dan evaluasi

Raya menjadi
juga memiliki
uh pihak yang
' Desember 2018

Diterapkannya SNI Pasar Rakyat Belantik Raya dapat membuat manajemen
pengelolaan pasar rakyat menjadi lebih profesional sehingga memberi
kenyamanan bagi pengunjung pasar di Kabupaten Siak. Hasil revitalisasi pasar
dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat sehingga berkontribusi terhadap

pertumbuhan ekonomi secara nasional.



Jika dilihat dari sub indikator Akuntabilitas meliputi Pengelolaan Sampah
berdasarkan 3R, Informasi Zonasi Pasar, Prosedur Kerja/ SOP, Struktur

Pengelola, Tabung pemadam kebakaran, Alat angkut sampah, dan Tempat

pembuangan sam : lengan Kepala UPTD

‘. ‘ ““‘ . ’ e. iak, dapat

NET} WeJS] Se}ISIoAIUN) ﬂEB){BJSﬂdJﬂ&
I disay yejepe 1ul udwnyo(g

f. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah
dipindahkan.

g. Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang kedap air,
kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut

sampabh.
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h. Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang
terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang

1. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.

memenuhi

memenuhi

Perindustria

terjadi dikarenakan masih adanya pedagang pasar yang enggan menerima
sosialisasi, padahal yang kita ketahui tentang pembinaan teknis itu merupakan
suatu tindakan melakukan bimbingan teknis kepada pedagang dalam

melaksanakan revitalisasi pasar tradisional.
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2. Zonasi dan Informasi Zonasi Pasar
UPT Pengelola pasar mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal

melaksanakan pelayanan umum di bidang pengelolaan area pasar, membina

h, bahan pangan
s hidup.

sumen dan tidak

pembinaan dan penyuluhan mengenai cara berjualan dengan harga yang pas
sesuai harga pasaran, akan tetapi untk saat ini hanya sosialisasi yang dilakukan
pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengenai pembinaan

pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak.
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3. Prosedur Kerja/ SOP
Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur penerapan

merupakan suatu bentuk mewujudkan kinerja organisasi yang baik tentang

Standard Op 18 e ' ipsik ‘g as, cara kerja

dan alur kerja:s atan : : dan mudah diakses

Mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan pasar,
j- Pemakaian ruang dagang,

k. Sanksi dan peringatan,

l. Pengawasan untuk memastikan tersedianya barang dagangan yang aman,
sehat, dan bebas dari bahan berbahaya serta memenuhi ketentuan yang

berlaku.
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Berbicara mengenai adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur penerapan dalam melaksanakan kegiatan terhadap pengelolaan pasar

Belantik Raya yang dilakukan oleh p Dinas Perdagangan dan Perindustrian

bangan aktivasi
o han jam buka

potensi pendapatan, pembukua pendapatan pasar, dan Memberikan
pelayanan informasi kepada konsumen, seperti nama pedagang, nomor dan letak
los atau kios, jenis komoditi yang diperdagangkan di pasar.
5. Tabung pemadam kebakaran

Hasil wawancara peneliti dengan Pengelola Pasar Belantik Raya, bahwa

sudah tersedianya Tabung pemadam Kebakaran di setiap titik-titik tertentu di

Pasar Belantik Raya. Jumlah tabung kebakaran saat ini sekitar 25 buah tabung.
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6. Alat angkut sampah
Adanya persyaratan dalam Pasar SNI salah satunya harus tersedianya alat

angkut smapah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan. Di Pasar

1A

o
g
o
o
ela
&

akuntabiltas sudah baik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah
terhadap rencana kerja, Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur
penerapan, dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan kewajiban
dari institusi atau aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan
atau melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun

kebutuhan masyarakat.
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Dalam hubungannya dengan pengelolaan pasar, maka fungsi Dinas
Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai badan yang bertanggung jawab

terhadap masalah pengelolaan pasar yang meliputi masalah pemeliharaan fasilitas

akan yang ditetapkan

‘w\\‘ .Q é‘
'@ pasar guna

pasar yang

prasarana ¢ as pasar ya 0 sar tradisional
adalah upa
pembinaan, peng gan serta pembiayaan 000 lisional mampu

menumbuh i nya ) al yang tangguh

dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek ekonomi dan administrative
dalam pengelolaan Pasar. Dalam pengelolaan Pasar SNI adanya tarik menarik
kepentingan dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi. Antara Pemerintah

Kabupaten dan masyarakat keduanya memiliki kepentingan ekonomi.
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2. Indikator Transparansi
Indikator selanjutnya dalam penerapan Good Governance diharapkan

dapat membantu pemerintah beradaptasi secara signifikan dengan meningkatkan

harus dapa

aspek pen

informasi

limbah air, Pengujian kualitas air bersih, hidran air, CCTV, Lebar koridor/
gangway, Kantor pengelola dan Area Penghijauan.

Dalam hal transparansi perlu adanya suatu koordinasi yang dilakukan
dalam hal ini mengatur sarana pendukung dalam pasar rakyat Belantik Raya yang
sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana

yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing
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diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Hasil wawancara
peneliti dengan Informan Kunci yaitu para Pedagang yang ada di Pasar Rakyat

Belantik Raya Kabupaten Siak mengenai pertanyaan sejauh mana Dinas

.ﬂg ﬁ emantau semud
# sebagai Pasar
‘ rdagangan dan
ersyaratan yang
‘:ﬂ erapa dari 44
diperbaiki secara
omunikasi antara
tahankan SNI ini
abupaten Siak.”

Budianto, ST.,MM mengenai transp masyarakat belum dapat mengakses

secara keseluruhan tentang maksud dan tujuan Pasar SNI, ia menjelaskan bahwa:

“Masyarakat selain menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harus
memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan
berbagai kebijakan pemerintahan terutama penerapan Pasar Belantik
Raya sebagai Pasar Rakyat SNI. Hal ini sebagai langkah nyata
menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan saat ini masih belum
mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya dihadapan
pemerintahan, sehingga tidak semua kebijakan yang dapat diakses oleh
masyarakat.” (Wawancara tanggal 10 November 2021).
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kabupaten Siak bekerjasama dengan Pengelola pasar Belantik

dalam menentukan
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begitu masyarakat juga pa sembarangan sampai di jalan raya
sehingga ya mengakibatkan macet lagi.” (Wawancara tanggal 09
November 2021).

Bentuk pengelolaan pasar rakyat tradisional menjadi Pasar Rakyat SNI
oleh UPTD pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Siak adalah dengan mendukung implementasi pengelolaan pasar tradisional yang

profesional sebagaimana diatur dalam PerMenDag No.70/M-DAG/PER/12/2013,
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hasil kajian Puska Dagri, BPPKP Kementerian perdagangan (2012) menyarankan

sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan pasar secara internal maupun

eksternal yang meliputi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait hal-

Pembangunan Pasar, dan serah terima pasar yang telah direvitalisasi.
Dengan demikian, maka arah kebijakan pengembangan pasar rakyat,
dalam tujuan untuk menciptakan manajemen pengelolaan yang profesional dapat
dilakukan dengan memenuhi elemen fungsi pengelola pasar sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam PerMenDag No.70/M-DAG/PER/12/2013, yaitu: (1)

Menciptakan kestabilan harga, (2) Memastikan kesesuaian standar berat dan
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ukuran sebagai upaya menjaga tertib ukur, (3) Melaksanakan pembinaan,
pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang, (4) Menyediakan ruang

usaha bagi pedagang

1.

para pedagang
, Kepala Pasar

yang berjualan

Siak.
4.Jumlah pedagang terdaftar, sama halnya dengan identitas pedagang, jumlah
pedagang yang terdaftar tetap sduah didata oleh pengelola Pasar Belantik Raya,
ini diluar dari pedagang musiman yang biasanya berjualan di bahu jalan pada
saat Bulan Ramadhan. Adapun jumlah pedagang di Pasar Belantik Raya dengan

jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.
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5.Ukuran luas ruang dagang, sebagai Pasar rakyat SNI setiap kios sudah

ditetpakan dengan ukuran luas ruang dagang, karena hal tersebut merupakan

syarat teknis untuk Pasar SNI, adapun ukuran luas ruang dagang minimal 2 M?

dan ruang menyusui.
10. Lebar koridor/ gangway, Untuk tipe III Pasar SNI lebar koridor pada pasar
Belantik Raya sudah sesuai dengan ketentuan yaitu minimal 1,5 Meter.
11. Kantor pengelola, kantor pengelola Belantik Raya berada dalam lokasi Pasar,
didalam kantor tersebut sudah adanya struktur pengola pasar yang sudah di

tetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
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12. Area Penghijauan, Area penghijauan yang memadai harus tersedia pada area
pasar. Area ini sudah ada di Pasar Belantik Raya.

Jika dilihat dari 12 (dua belas) sub indikator transparansi tersebut diatas,

berbagai kebij Jan pe 1an publik, maupun proscs-proses didalam sektor
' 3 M

publik.

Dalam transparansi te ga as : ebijakan terbuka
terhadap pe : ada akse 'nasi se : syarakat dapat
menjangkau setiap erintah -~ rinsip ckeck and
balance antar le paransi membangun
rasa saling percaya mana pemerintah harus

informasi yang handal berkaitan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang
dicapai dalam proses pemerintahan; adanya mekanisme yang memungkinkan
masyarakat mengakses informasi yang relevan; adanya peraturan yang mengatur
kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat; serta
menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang

dihasilkan pemerintah daerah.
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Mengenai Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik

dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak melakukan pemantauan,

digunakan sebagaimana tujuannya akan tetapi masih ada pedagang yang
menggunakan lahan parkir untuk digunakan tempat bongkar buat barang yang
datang sehingga masyarakat yang berbelanja memarkir kendaraannya dipinggir
jalan, hal ini yang akan dipantau dan diawasi agar fungsi dari sarana dan
prasarana tersebut tetap digunakan sebagaimana fungsinya. Selain itu ada pula

pendapat lain dari pedagang yang menyangkut tentang pemantauan sarana dan
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prasarana pasar tradisional , yaitu Bapak Rio selaku pedagang Baju di Pasar
Belantik Raya, mengatakan :

“Biasa itu ada datang petugas tanya-tanya juga harga jualanku, biasa
ada disediakan tempat istirahat, baru dikasih juga

pengawase akukan Pe ) Perindustrian
Kabupaten Siak an membel ¢ 3 arana ke pedagang
agar digunakan { baik dan me kan : a_barang dagangan
pedagang pasar. Ta 1 N yang H‘_ ersi ansparan), Wujud
nyata prinsi .

kemudahan a me ? 4’ formasi tentang

a. Jika suatu pasar mengalami peng gan bangunan fisik maka penempatan
pedagang berdasarkan skala prioritas adalah: pertama, mendahulukan
pedagang lama yang telah terdaftar pada kantor pengelola pasar, kedua
pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi (namun segera didata untuk
memiliki ijin resmi), ketiga pedagang yang selama ini menyewa tempat usaha

dari pedagang resmi untuk difasilitasi menyewa langsung dari pengelola pasar,

keempat sebisa mungkin menyediakan lokasi untuk pedagang kaki lima (PKL)
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agar lebih mudah bagi pengelola pasar dalam melakukan pembinaan,

pengelolaan, serta pengawasan.

b. Penempatan pedagang sebisa mungkin dilakukan secara adil dan transparan

untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut
pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang

kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

3. Indikator Keterbukaan
Pada konsep keterbukaan ini masyarakat dilibatkan dalam setiap kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pengelolaan Pasar
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Belantik Raya. Termasuk dalam perbaikan pelayanan publik partisipasi
masyarakat mendorong Pemerintah menyediakan ruang diskusi dengan

masyarakat dan menyerap semua masukan dari masyarakat sehingga keputusan

g. Komunitas
edagang pasar.

hanya sebatas

AN

nan revitalisasi

SALNS

masukan dan tanggapa engawasan terhadap hasil pencapaian
pekerjaan yang diperoleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak, saat ini sebagian besar pedagang mengalami
penurunan volume penjualan. Turunnya volume penjualan setelah
revitalisasi dikarenakan jumlah pembeli yang juga menurun apalagi
semenjak terjadinya pandemi.” (Wawancara tanggal 11 November
pukul 10.30 WIB).
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Pertanyaan lain peneliti tujukan untuk pedagang harian Sembako Ibu

Hermawati mengenai keuntungan yang mereka peroleh di Pasar Belantik Raya

yang merupakan satu-satunya Pasar Rakyat SNI. beliau, mengatakan:

ebih rendah
November

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sementara salah satu kegiatan yang
dilakukan Pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk itu
partisipasi masyarakat hendaknya juga dilakukan dalam hal penyelenggaraan
pelayanan publik.

Selain itu ada pula pendapat lain dari pembeli yang menyangkut tentang

bagaimana market yang dirasakan pembeli semenjak Pasar Belantik Raya
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ditunjuk sebagai Pasar SNI, hasil wawancara dengan Ibu Hidayati selaku pembeli
kebutuhan sembako di Pasar Belantik Raya, mengatakan :

“Pengelolaan yang nampak saat ini Pasar Belantik Raya lebih rapi dan
bersih, saya NI, tapi kalau dilihat dari

kan dibeli, kalau
di Kabupaten

pasar Belantik Raya ini rapi, bersih dan tertata sehingga mereka nyaman untuk
berbelanja.

Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Pasar
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah penataan pasar yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan
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tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan yang disediakan

oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD) merata kepada pihak terkait

dalam penataan dan pembinaan para Pedagang. Pada Indikator keterbukaan sub

cndaraan, Ruang

pangan basah

pasar rakyat SNI

elekat pada pasar

masyarakat. Penyampaian komunikasi yang baik tidak selalu menimbulkan
feedback positif sesuai harapan. Setiap orang memiliki persepsi atau pemahaman
yang berbeda. Pada sosialisasi yang dilakukan terdapat pedagang yang menolak
pelaksanaan kebijakan revitalisasi karena ada ketakutan bahwa setelah revitalisasi

dagangan mereka menjadi tidak laris lagi. Disini lah peran pihak dinas dan
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pengelola pasar untuk terus meyakinkan dan memberi solusi kedepannya bagi
pedagang.

Prinsip pengelolaan pasar didasarkan pada langkah-langkah manajemen,

Belantik Raya

pasar melalui

ataaN,

AN

Kabupaten Siak berjumlah 27 (dua puluh) orang yang terdiri dari Kepala Pasar,
Bidang Administrasi uang dengan jumlah staf 2 (dua) orang, Bidang
Ketertiban dan Keamanan dengan jumlah staf 10 (sepuluh) orang, Bidang
Pemeliharaan dan Kebersihan dengan jumlah staf 5 (lima) orang dan Bidang
Pelayanan Pelangganan dan Pengembangan Komunitas dengan jumlah staf 5

(lima) orang.
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4. Ruang disinfektan, pada Pasar Belantik Raya telah tersedianya ruang untuk

membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk

ungas. Karenan Fasilitas pasar harus memenuhi ketentuan kebersihan yaitu

pengelolaan pasar Belantik Raya telah melalui proses perencanaan teknis yang
bersifat partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Kemajuan sebuah
organisasi atau lembaga bergantung pada pengelolaannya, baik dari pihak manajer
maupun staf-staf kepegawaiannya. Sebuah organisasi yang baik tentunya
memiliki kepengurusan keorganisasian yang mampu mengelola dan mengontrol

laju perkembangan oraganisasi tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan
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dalam bab sebelumnya bahwa pasar merupakan sebuah organisasi yang
seharusnya di dalamnya terdapat kepengurusan pasar yang mampu mengelola dan

mengurus perputaran aktivitas perdagangan serta menyediakan kebutuhan

penerapan ke kaas de Perindustrian

Kabupaten Sia SUS ada penge ':'"' : kK Raya didapati

Dalam mengkoordinir kegiatan penataan pedagang yang ada di Pasar
Belantik Raya dimaksud agar kegiatan masing-masing personil yang beraneka
macam itu terkoordinasi kepada satu arah, yaitu kepada tujuan dinas. Jadi dengan
pemberian pengarahan itu, kegiatan-kegiatan bawahan yang menyimpang dari
perencanaan, dapat diarahkan kepada rencana yang semestinya. Kegiatan dari

bawahannya dalam menjalankan tugas masih belum terkoordinir dengan baik
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banyaknya hal yang perlu diberi toleransi sebagai contohnya disebabkan sifat dari
pedagang kaki lima liar yang sulit untuk diatur. Memberikan pengarahan kepada

pedagang kaki lima juga bermaksud Memberikan arahan untuk tidak

melakukan sosialisasi pengarahang kepada pedagang kaki lima tersebut.

Kebijakan dikatakan gagal karena masih samarnya isi dan tujuan
kebijakan, tidak memiliki ketepatan dan ketidak tegasan seperti yang dialami
pemerintah sekarang ini. Dalam kebijakan tersebut pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan tempat berjualan yang dilegalkan oleh
pemerintah. Seiring dengan itu pemerintah juga melarang agar tidak terjadinya

proses berdagang pada Badan jalan terutama pada pedagang kaki lima.
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Proses atau rangkaian kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap suatu
kondisi yang di hasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Hal ini di karenakan belum

maksimal tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan

dijalan yang dilewati oleh api tetap juga tidak berjalan dengan
baik, pasti saja setelah kita atur atau ditertibkan oleh tim yang
berkopeten mereka tetap saja bermain kucing- kucingan, kita larang
sekarang, besok mereka juga muncul lagi walaupun Cuma menaruh
dagangan tanpa meja. Kalau aparat kami tidak ada di lapangan mereka
tetap jualan,sehingga kita agak kewalahan untuk menertibkannya.”
(Wawancara tanggal 10 November 2021).

Tujuan utama dari pengawasan ini adalah mengusahakan agar apa yang
direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-

benar baik, maka pengukuran terhadap hasil kinerja Dinas Perdagangan dan
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Perindustrian Kabupaten Siak dalam mengelola PKL di kawasan pasar Belantik

Raya dapat dilihat dengan adanya laporan lisan atau tertulis dari petugas, serta

pengamatan secara langsung dari pelaksanaan pengawasan itu. Suatu sistem

kebijakan yang ditentukan sepihak.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilapangan ditemukan kurang
keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
Prinsip keterbukaan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Keterbukaan dibangun atas
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dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga
dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan

informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

ipasi dalam

perundang-

=)
* a nerja, dengan
ra
icn ‘f kualitas untuk

Kabupaten Siak sudah 1 perlu adanya peningkatan untuk
mempertahankan predikat SNI ini.” (wawancara tanggal 10 November
2021)

Konsep keterbukaan dalam dalam perencanaan, pembangunan,
pemeliharaan dan perawatan area pasar sebagai rasio atau perbandingan antara
output dengan input, atau antara hasil dengan sumber daya yang digunakan untuk
mencapai hasil terebut. Dalam penelitian ini indikator efisiensi menunjuk kepada

ketepatan penggunaan sumber daya organisasi yang dimiiki oleh pemerintah
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terutama SDM, biaya, sarana kerja untuk pencapaian realisasi program dan
kegiatan yang sudah direncanakan atau ditetapkan.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-

AR AL

S NEN

a.

b. gupayakan an untuk menjaga

. Memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.
Kegiatan itu mencakup tindakan seperti dari segi perencanaan pengelolaan
pasar dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari segi pengelolaan pasar
yang dilakukan oleh pemerintah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Siak, sudah jelasnya dalam penetapan tujuan-tujuan dan penetapan

strategi-strategi yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai.
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4. Indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum
Berbicara mengenai indikator Kepastian Hukum/ Aturan Hukum,

berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kejelasan

atas, Pasar anti : z erstandar pelayanan
menuju SNI ¢ : CS ~ 2015 pada tanggal 20

Desember 20 2 ejaba andardisasi Nasional).

kesehatan dan pasar rakyat sebagai tempat wisata kuliner.

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa ketertiban dan
kenyamanan pasar bagi masyarakat, meliputi : Area parkir, Area bongkar muat
barang, Akses untuk masuk dan keluar kendaraan, Lokasi toilet dan Kamar mandi
(terpisah antara pria dan wanita), Jumlah toilet pada satu lokasi, Tempat cuci

tangan, Ruang Menyusui, Ruang peribadatan, Ruang bersama, Pos kesehatan, Pos
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keamanan, Area Merokok, Tinggi anak tangga, tinggi meja tempat penjual, akses
untuk kursi roda dan Ketersediaan tempat sampah.

Mengenai tercapainya ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat yang

ebagai Pasar SNI
indikator yang
jan Kabupaten
i Karena pasar
cara keseluruhan

hanya perlu
diberikan oleh

“bahwa pada saat ditunjukmny sar Belantik Raya ini sebagai Pasar SNI
sudah tepat dan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat,
ketepatan terletak karena pasar SNI ini memberikan pengaruh yang
positif. Hal yang dirasakan dengan adanya penerapan Pasar SNI ini
adalah terjadinya penurunan yang signifikan terhadap kasus yang
menyangkut ketertiban umum, Namun tidak dipungkiri masih banyaknya
PKL musiman dan dianggap mengganggu ketertiban dan tidak adanya
sanksi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketertiban
umum di Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.” (wawancara tanggal 10
November 2021)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa
Dampak Pengaturan dan Pembinaan Pasar Belantik Raya bagi pemerintah,

masyarakat dan pedagang itu sendiri, banyak kemajuan yang didapatkan baik dari

hanya dapat
gkin ada peraturan

manusia, yang

Bangunan Gedung dan Lingkungan Pasar dijelaskan dalam indikator aturan

hukum meliputi:

1. Area parkir, area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengunjung
baik roda empat maupun roda dua. Pada Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak

Area parkir sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia area parkir yang proporsional dengan area pasar.
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b. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang
dagang.

c. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas dan dibedakan

obil, motor,

r dan mudah

2. Area bong] at  barang % i 1gai fasilitas yang

Pasar Belantik
Raya area njung. Khusus

setelah diguna c dup, area yang

Qe ‘ wat barang, harus berada di
lokasi yang tidak menimbulkan kemac Di Pasar Belantik Raya Akses

keluar masuk kendaraan sudah ada hanya saja belum terpisah.

. Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita), di Pasar

Belantik Raya toilet sudah berada pada 2 (dua) lokasi yang berbeda sesuai
ketentuan yang berlaku. Toilet dan kamar mandi sudah memenuhi persyaratan
sebagai berikut: a) Tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah

dilengkapi tanda atau simbol. b) Toilet terjaga kebersihannya dan letaknya
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terpisah dari tempat penjualan. c¢) Pada toilet tersedia jamban leher angsa
dilengkapi dengan tempat penampungan air. d) Tersedia ventilasi dan

pencahayaan yang memadai. €) Penampungan air yang disediakan harus bersih

“ . ngkapi dengan sabun
"y A 0
dibuat tidak licin
bl

tank atau

. Tempat fanga ; L p ni pada te eresmian Pasar

Belantik jadi Pa i ac a) dengan lokasi

Belantik Raya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tersedia ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup.
b. Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI.
c. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci

peralatan.
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d. Lantai ruangan memiliki permukaan yang rata, tidak licin, tidak mudah retak,

mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang kedap air.

e. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara.

AR AN

AR AN

2an p
&
o
S

fasilitas pelayanan

ada kecelakaan

&
d
v
&

kawasan Pasar

eadaan darurat,

orang masih kurang mengerti kegunaan area merokok ini. Dikarenakan belum

adanya sanksi atau teguran yang diberikan dari pihak terkait.

13. Tinggi anak tangga, di Pasar Belantik Raya tinggi anak tanggak sudah sesuai
denga aturan yang berlaku yaitu minimal 18 cm.

14. Tinggi meja tempat penjual, untuk meja tempat penjualan untuk zonasi pangan

harus memiliki tinggi minimal 60 cm dari lantai serta terbuat dari bahan tahan
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karat dan bukan dari kayu. Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan pada
Pasar Belantik Raya Kabupaten Siak.

15. Akses untuk kursi roda, Untuk akses kursi roda ini masih belum diterapkan di

4 bl

liangkat, ti ﬁ(w sampah yang

»

16. Ketersediaa 54 ﬁﬁﬁﬁ)&*‘sﬁﬂlﬂ? sedia tempat
/a

dari pembentukan pe ’ lang ; a menyebabkan saat

sekarang

good governance dalam pemerintahan merupakan kewajiban yang harus
dilakukan oleh aparatur pemerintah di semua tingkatan. Kebijakan diambil
sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk

mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam

mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat
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eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat.

Sejalan dengan hasil penelitian Ella Alfianita, (2019) dalam Jurnal

governance

law), dan tr:

pasar terdap

Pengawasz an terha ast ana yang ada saat
L

ini di Pasar

sarana dan prasarana disetiap indikator SNI dengan tujuan hasil evaluasi di tahun
2022 terhadap Pasar Rakyat Belantik Raya tetap bertahan pada pasar berstandar
SNI, kemudian perlunya perbaikan-perbaikan dan penambahan sarana dan
prasarana ini dilihat dan diamati apakah sarana dan prasarana ini sudah digunakan
sebagaimana tujuannya, akan tetapi masih ada pedagang yang menggunakan lahan

parkir sebagai tempat bongkar muat barang yang asuk sehingga masyarakat
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memarkir kendaraannya dipinggir jalan sehingga mengakibakan kemacetan.
Kemudian pengawasan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan menegur pihak

yang tidak mentaati aturan, jika kembali melakukan kesalahan kemudian

kebutuhan masyarakat ma iteria berikutn: o1 aitu meningkatkan
pelayanan kg

dan terakhir

perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih
sehingga Good Governance merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak
diterapkan dalam pemerintahan baru.

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan
sampai saat ini, penerapan Good Governance di Kabpaten Siak belum dapat

dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita—cita Reformasi sebelumnya.
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Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran
dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.

Di lihat dari kondisi di lapangan dalam penerapan good governance dalam

infrastruktur
jasa akses;
ar SNI, Sosialisasi

dagang yang berada

informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun
organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada

masyarakat melalui proses pendidikan.

Tentu bukan perkerjaan yang mudah untuk mewujudkan keempat prinsip
good governance yaitu akuntabiltas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum

dan dalam praktik pemerintahan. Kesadaran akan tanggungjawab dari aparatur
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pemerintah itu sendiri untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan, penjaringan aspirasi yang biasanya bersifat elitis dan

terkesan ceremonial, dan masyarakat terkadang sama sekali tidak mempedulikan

peran mereka da angat penting dalam

‘ ‘ !“‘“‘ .’3 egitu pula
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

governace yang : kaan, Aturan
Hukum masil an beberapa 3 ] dari indikator

Akuntabilitas, dalam ha as Perdagangan rian Kabupaten Siak

sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana
yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing
diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Selanjutnya dilihat
dari indikator Keterbukaan, Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD
Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah

penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar
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rakyat. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan

yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD). Terakhir

Kabupaten Sia aln yang . % pengelolaan Pasar
Belantik Ra : \ pengawas % ara pedagang yang kurang
menyadari pe enjaga ke an  dar ~ gkungan Pasar.

Pembinaan alisasi t : \ nasyarakat terkait

tujuannya.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disaran penelitian, sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Siak, dalam penerapan good governance

dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, masih perlu

dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dengan memberikan

sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang dan lebih baik dilakukan secara
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rutin agar pedagang lebih memahami mengenai pelaksanaan penerapan Pasar

SNI ini.

. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, perlu

menganggarke ‘1“ dikator i,pada penilaian Pasar
dl“:" ‘ ‘ nan bahan

<>
: roda, untuk

a dengan Para
Siak, dengan

atikan kepada
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

governace yang % kaan, Aturan

Hukum n beb % ] i indikator

adanya ke : ertindak selz 12 -' ng i3 atas segala tindakan
dan kebijakan Pasar. Dala nnya o¢ n.pasar, maka fungsi

Dinas Perdagang: an adala g an_yang bertanggung

sudah berstandar SNI seperti daftar data-data harga barang dan sarana prasarana
yang akan dikoordinir kemudian membentuk koordinasi tim yang masing-masing
diberikan tugas sesuai dengan format yang sudah dibentuk. Selanjutnya dilihat
dari indikator Keterbukaan, Pengelolaan pasar rakyat yang dilakukan oleh UPTD
Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak adalah

penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar
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rakyat. Pemerintah menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk
mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah terhadap jumlah lahan

yang disediakan oleh aparat pemerintah dan distribusi Biaya (APBD). Terakhir

Kabupaten Siak ain yang . pengelolaan Pasar
Belantik Raya yz ' i :' awas : ara pedagang yang kurang
menyadari pentingny ; ke an  dar ber gkungan Pasar.
Pembinaan alisasi ; ~ nasyarakat terkait

penerapan pa; e para-peda ya : i Belantik Raya masih

kurang. Hal se 3 an  pengawasan dan
pengendalian ag akan sebagaimana
tujuannya.
5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disaran penelitian, sebagai berikut:
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Siak, dalam penerapan good governance
dalam penataan Pasar Rakyat Belantik Raya di Kabupaten Siak, masih perlu
dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut dengan memberikan

sosialisasi dan bimbingan kepada pedagang dan lebih baik dilakukan secara
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rutin agar pedagang lebih memahami mengenai pelaksanaan penerapan Pasar

SNI ini.

. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, perlu

menganggarka thadap indikator yang.h 1ip i.pada penilaian Pasar
% \
Bl ) 355 b I

@ yanan bahan

roda, untuk

a dengan Para
Siak, dengan

kali mpethatikan kepada
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